BUPATI ASMAT
PROVINSI PAPUA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI ASMAT
NOMOR 398 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NOMENKLATUR JENJANG SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA D1 KABUPATEN ASMAT TAHUN 2025

Menimbang

Mengingat

HI

1.

BUPATI ASMAT,

bahwa untuk kelancaran proses administrasi dan
penetapan Nomenklatur pada Jenjang Sekolah Dasar (SD)
dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Asmat
Tahun 2025 dapat berjalan sesuai Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi

Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 200]
Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6697);

.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom,
Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat,
Kabupaten Pegunungan Binlang, Kabupaten Yahukimo,
Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten
Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi,
Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten
Teluk Wondama di Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4245);

4.Undang-Undang....... /2
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kcuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4287);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);,

6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Standar
Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;

9. Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem
Penjamin Mutu Pendidikan;

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

Il.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

12. Undang-Undang Nomor | Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
675);
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13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);

14, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor
6841);

15. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4406) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S670);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

I8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan  Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

21. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4496);
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22.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang
Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);

23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34
Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang
Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;

24.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22
Tahun 2006 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan
Dasar dan Menengah,;

25.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34
Tahun 2006 Tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang
Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;

26, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16
Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan
Kompetensi Guru;

27, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41
Tahun 2007 Tentang Standar Proses Untuk Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

29, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23
Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 897);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

31.Peraturan Daerah  Kabupaten Asmat Nomor 4
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2022 Nomor 4);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 5 Tahun 2024
lentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Asmat Tahun 2024 Nomor 5);

33. Peraturan Bupati Asmat Nomor 59 Tahun 2024 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah
Kabupaten Asmat Tahun 2024 Nomeor 59).
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Nomenklatur Jenjang Sckolah Dasar (SD) dan Sekolah
Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Asmat Tahun 2025,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini,

KEDUA : Secgala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya
Keputusan Bupati ini dibebankan pada Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kabupaten
Asmat Tahun Anggaran 2025

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Agats
Pada tanggal 1 Juli 2025

BUPATI ASMAT,
ttd
THOMAS EPPE SAFANPO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

' 3.H.

~ PEMBINA
NIP. 19781209 201104 1 001




LAMPIRAN | : KEPUTUSAN [IUTATI ASMAT

PENETAPAN NOMENKLATUR JENJANG SEKOLAH DASAR (SD)
KABUPATEN ASMAT TAITUN 2025

NOMOR | 398 TAHUN 225
TANGOAL . 1 JUL1 2095

s N e e e e S e, T
s T e Rl NEGUR SWASTA NAMA SEAELUNYA NAMA YANG DIUSULKAN
I |SD INPRES UWUS £0304 105 AGATS NEGER! S13 INPRES UWIS $D INPHES UWUS
4 |8D YPPK YEFEM G061 ACGATS SWASTA  [SD YPPK YEPEM 8D YPPK 51 ANTONIUS DE PADUA YEPEM
2 [4D mpREs PER GHGI2616 AGATS NEGER] 8D INFRES PER SD INPRES FER
4 |80 NEGER MBATT HOI0630 AGATS NEGER |8 NEGERI MBAT 4D NEGER] MBAIT
S |80 YPPOT AGATS 60303633 ACATS SWASTA IE:D YPPGI AGATS SD YPPGL AGATS
& |80 YPIK DON BOSCO EWER 60303634 AGATS SWASTA  [SD YFPK DON ROSCO EWER BI YK DON BOSCO EWER
7 [SDYPPK SALIB SUCI AGATS 00303627 AGATS HWASTA lm: YPPK SALIE SUCIH ADATS S0 YK SALIE SUCH AGATS
8 (4D DARUSSALAM 60304 108 AGATS SWASTA  [SD DARUSSALAM 4D DARUSSALAM
9 |80 INPRES SYURL HOIOIT4D AGATS NEGER] S0 INPRES SYURL S INFRES SYURU
10 |SD INPRES RERITEN (0303932 ACIATS NEGER 1) INFRES BERITEN B IXPRES BERITEN
11 PERSIAPAN NEGIRI MBAIT 2 Lt el F g ADATE NEGER] 80 FERSIAPAN NEGERI MBAIT 2 S0 NEOER]I MBAIT 2
12 [nar Az 0042714 ACIATS SWASTA  |M) MAARIF MI MAARIF
13 |80 INPRES ATEJ EOM0IT 14 ATHS NEGER] SI) INPRES ATSA S INPRES ATS.
1 |SD IvPRES P 6003718 ATSS NEGER K0 INFRES HIFIM S1) INPRES BIFTM
15 |SD INPRES INE BOOIT2 ATSI NEGER! SI) INPRES BINE s rvrres mxe
16 B0 INTEES SUMONI TACNEN T3 ATHRI NEGER] B INI"HFS SOH00VN] S INPRES SOCAI0INT
17 (4D INIHES AMBISU BT 22 ATS) NEGHKMI SO INPRES AMDISU 813 INPRES AMBISU
1H |50 Y'Y AMAXAKMEAL G037 ATHE.D SWASTA 500 ¥R AMAMASIKAL 140 YK STA ROAA AMANAMEA]
19 |80 YIeK ATS GITHTES | ATSS SWASTA  [SD YIFK ATHS S0 YK 51 PAULUS ATSJ
20 [SD NEGERI SAWA ERMA BN 4D SAWA ERMA NEGIRI 8D NEGER! SAWA ERMA S0 NEGES! SAWA ERMA
SDYFIK YAN SMIT BLALOYSIUS MUMUOU | corpagag SAWA ERMA SWASTA j-"“,“*"""" YAN SMIT 8t ALOYSIUS SD YPPK YAN SMIT SLALOYSIUS MUMUGU 2
8D INFRES PUPIS HOIO3T 5 SAWA ERMA NEGHRI ]su INPRES 1UIPIS B0 INPRES PUPS _[

21 8D PEEHIAPAN NEQERL SALTL.. .. 2




NO NAMA SEKOLAH NPHN [HSTRIK L  RETERANGAR I
NECOERI AWASTA NAMA SEBELUNYA NAMA YANG DIUSULKAN

21 |SD FERSIAPAN NEGRRI SAUT] (HRGE4 20 SAWA ERMA NEQER] 811 PERSIAPAN NECGER] SAUT] S[ NEGERI SAUTI

24 [SD SATL ATAP 60304740 SAWA ERMA NEGER] S0 SATU ATAP SD SATL ATAP SAWA ERMA

25 [8SD IKPRES BUAGAN! GON03THO SAWA ERMA NEGER] S0 INFRES BUAGAN] S0 INPRES BUAGAN]

26 |SD INPRES MUMUGU GFII61 4 SAWA ERMA NEGER S0 INFRES MUMUGL IS INPRES MUMUGU

2T |SD YPPK SAWA ERMA &0A0ATHZ SAWA ERMA SWASTA 8D YPIPK BAWA ERMA S0 YFPK KRISTUS AMORE SAWA ERMA
28 |6D PERSIAPAN NEGERI CUMNEW GOB04TE2 AKAT NEGER S PERSIAPAN XEQER]I CUMNEW D NEGER! CUMNEW

29 |SD YPPK AYAM GOIG3IGAE AKAT SWASTA  |5D YPPK AYAM S YFTK 51. MARTINUS AYAM

S0 1SDYPPH AYAM GG AKAT SWASTA =50 YPPLE AYAM S0 YPIN AYAM

31 [SD INPRES HECO GOINAGI0 SOR EP NEGER] |80 INPRES BECO SD INFRES BECO

312 [SD PERSIAPAN NEGER! FAKAN GRRGEALT SOR EP NECIERI l50 PERSIAPAN NEGERT FARAN SN NROER] FAKAN
HH-DTHFHEH-"I"I.MT fR0NGA] BOH KPP NHEOIER] A0 INFRES YUMI S0 INFRES YUM

M |SD INPRES MANEPSEMIN] E030ITAS UK B NECHERI S0 INPRES MANEPS EMINI SO [NPHES MANEPSEMINI

A% [S0 INPRES HEUTKWAR CO3I0MEA0 ROR EF NEGERT 8D INPRES BEUTKWAR S0 INPHES HEUTKWAR

36 (8D INPRES HIOFIS HOBOIOE | FAYTT NECRRT S0 INPRES BIOPIS S0 INFRES BIOMS

37 |SD INFRES OCENEP RN & TR FAYIT NEOER] |SD INPRES OCENEP 8D INPRES OCENEP

I8 [SD INPRES BASIM BB FAYTT NECIERS |81 INPiRES BASIM S0 INPRES BASIM

30 S0 INPRES NANAI (0303649 FAYTT N KGR |SD INPRES KANAI S0 INPRES NANAI

40 [SD INPRES MRIEN B0 IGSED FAYIT NEGERI BD INPRES FIRIEN | 8D INFRES PINIEN

41 [SD INPRES SAXEP HO30ITTH PANTAI KASUART NECERT S0 INPRES SANEP A0 INPRES SANKEP

41 |SD INPRES SAKAPAI L RTIR B PANTAL KASUAR! NEGERT [SD INPRES SANAPAI S0 INPRES SANAPAI

41 |30 INTRES SERAMIT EOMENTOS PANTAl KASLIAKI MR BD INTRES SERAMIT B0 INPHES SERAMIT

44 |81 INPRES YAGAMIT BOAOTTH PANTAI KASLIAS NEGITRI ST INI'RES YAGAMIT A0 INPRES YAGQAMIT

45 |BD PERSIAFAN NEOEHR YAHUI PR TR LR PANTAI KASLAR NEGER] S0 MERYIAPAN NEGERI YAHLI A0 NECGHEHR YAHLY

A B0 INFRES KAMUR BOINATTSE PANTAI KASLAM NEGER]D S0 INT'RES KAasUR B INTHRES KAMUR

47 |SD YITNH KAMUR GOACA 107 PANTAl KASUARI NEGER] S0 YOI KAMUR S0 YPPGI KAMLIR

A48 [SD YFPFOI ELFIS KAMUR MALURO TOOA 58T PANTAI KASUAR] SWASTA 18D YPPOH LIS KAMUR MALRO SL YPIOI ELFIS KAMUR MAURG

45 |81 INPHRES JINAK CRTIR I SUATOR NIGRERI S INPHES JINAK SD INPRES JINAK

) SO INPRES WOW,
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N (T — — . S 57—
g AN S msio e "iﬁﬁl:‘.l'ﬂnﬂ SWASTA NAMA SEBELUNYA NAMA YANG DIUSULXAN
S50 |80 NPRES WOWwWl GOI0A 106 BUATOR NEGEH 18D INPRES WOW] A0 INPRES WOw!
31 |80 INFRES KARTULS OO040%T SUATOR NEGERS INPRES KARBIS 80 INPRES KARNIS
52 |SD INPHES RINAM G304 15 SUATOR NEQER] S0 INPRES BIXAM S0 INPRES HINAM
53 |SD PRHSIAPAN NEGERT WAGANU 2 GITETRAS SUATOR NREGERS S0 PERSIAPAN NEGERI WAGANU 2 [SD NEQERI WAGOANL 2
54 18D INPRES BURIMS S0I0A004 SUATOR NEGER S13 INPRES BURIHS SD INPRES BURBIS
55 |SD PERSIAPAN NEGER BUMHS GI30443] SUATOR NEGER] S0 PERSIAPAN NEQERI BURIS 80 NEGERI HUBRIS
56 |80 PERSIAPAN NEGERI VAGABUS HIEIEHAID SUATOR NEGERS 130 PERSIAPAN NEGER] VAGABUS SD NEGEHR VAGADLS
37 [SD PERBIAFAN NEGEN TiI GHUE41 SURLU SURL NEGERI S0 PERSIAFAN NEGER! TU 8D NECGER:! TU
58 (S0 PERS NEO BURL - BURU G007 SURL SURU NRGER] S0 PERS NEO SURU - SURU SO NEGER SURU - SURL
S50 [SDYPPG YENUSUKU TOO32207 SURL SLURL SWASTA  |SD YPPOI YENUSUKU 3D YPPUI YENUSUKL
60 |SDINPRES TOMOR H303628 TOMOR [HNRIF NEGER! A0 [NPRES TOMOR SD INPRES TUMOM
61 |SD PERSIAFAN NEGERI ABAML G304 10% TOMOR BIRIF NEGERI S0 PERSIAPAN NEGERI ABAMU SI} NECGERI ARAMU
62 |80 FERSIAPAR NEGERI LLTTN AN GOIOI0EG TOMOR BIRIF NEOER] S0 PERSIAPAN NEGERI UJIN AJIN 5D NECGERI UJTN AJIN
6 [SDINPRES JIVAK GOIOITED TOMOR BIRIF NEGER] S1) INPRES JIVAK SD INPRES JIVAK
64 (ST INPRES MUNU 303740 TOMOR BIRIF NEGER! A0 INPRES MUNU S0 INFRES MUNL
65 [SDINPHES BINAMZAIN BOI0405 KOLOF BRAZA NEGER] S0 INFRES BINAMZAIN S0 INFRES BINAMZAIN
o6 |80 INPRES PATIF A0S KOLOF RRAFA NEGER] 813 INPRES PATIPL S INFRES PATIF?
67 [SE FERSIAPAN NEGERI PEPFERA GOI04UST KOLOF RAZA NEGERI S0 PERSIAPAN NEGER! FEFPERA SD NEGER! PEPERA
68 |SD PERSIAPAR NEGERI ULAKIN 6034034 KOLDF RRAZA NEGERI 80 PERSIAPAN NEGERI ULAKIN S0 NEGERI ULAKIN
69 |80 INPRES SIPANAP GRB04 |03 KOLOF BRAZA NEGER] S0 INFRES SIPANAP SO INPRES SIPANAJ
70 [SD PERSIAPAN NEGERT WOUTL KOLF ENTASNTS KOLOF BRAZA NECGKR) S0 PERSIAPAN SEGER WOUTU KOLF [SD NEGER! WOUTL KOLF
71 |80 INPRES JIPAWER GOIDITEN UNTR SIRAY NEGHRI S0 INPRES JIPAWER S INPRES JIPAWER
72 8D YPPR KOMOR 0 METTSA UNIR BIRAL SWASTA  |SD YI'PK KOMOR S0 YIPR MARTIR-MARTIR UGANDA KOMOR
73 [SD) PERSIAPAN NEGER] OMOR 0304114 JOERAT NEGERI 5L PERSIAFAN NEGERI OMOR S0 NEGER] OMOR
T4 S0 PERSIAPAN NEOERT ONAFAL LARIOATD JOERAT MEGERI S0 PERSIAPAN NEGERT ONAFAI S NEGREI ONAFAI
75 |8 YPPK YAMAS GOIOIT AR JOERAT SWASTA 8D YPPK YAMAS S0 YPPK ST. YOHANKS PEMAXDI YAMAR
76 |80 VPPK YUFRI GOI036I9 JOERAT SWASTA  |SD YI'PK YUFRI S0 YPPK ST. YOHANES PEMAND YUFRI

TT S0 PERSIAFAN NECHORI YENL. . /4




i FAMAFRNOLAR i PETIN WEORRT SWASTA NAMA SEDELUNYA NAMA YANG DIUSULKAN
T MERSIAPAN NEGER] YEMI GUERTT <MOMECHAT MRCER S0 MERSIAPAN NEGERD YEM) 8D NEGERT YEMI

78 8D NPRES AOU HOMEITA3 PULAL TIGA NEGER! A1) INPRES ADU SD INPRES AOU

T2 8D 'ERSIAPAN NEGERI EROKO HOT55574 PULAU TIOA NEGERT B0 FERSIAPAN KEGER] EROKO 8D NEGER EROKO

50 |SD FERSIAPAN NEGEHI WED B03049G 1 PULAL TIGA WECIER B PERSIAPAN NEGERI WEO 80 NRGER WEO

Hi 5D YFPE KAM HOIRTTED TULAL TI0A SWASTA SDYTFK KA 80 YPPK 8T. FRANSISKUS XAVENRILS KAF
82 SD INPRES NAKAI HOITST PULAL TIOA NEGER] D INPRES KAKAI 8D NPHRES NAKAI

83 |SD PERSIAPAN NEGERT ESMAPAN M40 PULAL! TIGA NE IR |80 PERSIAFAN NEGERI ESMAPAN  |SD NEGER] EEMAPAN

Bd KD PERSIAPAN XEOER] YARKAFIS GOTSRSET FULAL TICGA NEGERIL B PERSIAPAN NEGER] YARKAPIS S} NEOERI YAKANS

B3 [BD YPPK AS ATAT HOMOITE] PULAL TIGA SWASTA |50 YPPK AS ATAT SD YPPK ST, PETRUS AS-ATAT
A6 |90 PERSIAPAN NROERI ADUAP 0049622 PULAU TIGA NEGERT ST PERSIAPAN XEGER] ADUAP 80 NEGERT AGAP

A7 |SD PERSIAPAN NEGRRI HUMRRIPITS TOOS440 FULAL TIGA NEGER) 8D PERSIAPAN NEOKR] FUMERIFITS  |8D NIEGERT FUMERIPITS

BE |HD INPRES FAL GO EEIGS JETSS MEOEH 8D INFRIES PAL S INI"HES PAL

BO |81 YRR AMBORERP BRG] JETSS SWASTA  |8D YPPK AMDORE A0 YK STA. AONES AMBOREP
90 |81 YFPK WARSE BOI036AS JETS SWASTA  |HD YFPK WARSE 5D YIPK WARSE

0l (S INFRES SESAKAM R N JETAS MECKE] SO INPRES S1SAKAM 1D IMNPFRES SESAKAM

94 |SD PERSIAPAN NEOERI KATEUW BOF0ADTE JETSJ NEGER |S0 PERSIAPAN NEGERI KATEUW 80 NEGER! EATEUW

Oy S5 INPFRES YANEKAP IO DER KirsOLuR NEQIR 3D INPHES YANKAP S INPFRES YANKAP

G4 |SD INPRES KUMURAL GOIONTT 1 DER KOMOUR MEGER SD INPRES KUMURAI ST INFRES KLUMURAL

95 [SD PERSIAPAN NEGERI AMARL B030ITTA DER KOMOUR NEGER! SD PERSIAPAN NEGENI AMARL S NEGER! AMARU

G (S PERESIAPAKN NEGERL sbikAl TN Sl DER KOMOUE HNEOEH HD RS IAPAN NEGERT AMKAL B NECGERI AMKAI

97 15D INFEEN AIKC) AR | KOFAY MNEGEST BD INFRFEA ATRD B INT'RES AIRCH

as |SD INPRES SIXIPIT LONMADS KOPAY NEGER] SO INPRES SINTIYT 81 INTRES SINIPIT

99 [SD PERSIAPAN NEGERT HAHARE €97TATASS KOPAY NEGER] SI) PERSIAPAN NEOKR! FAIIARE BD NEGER! HAMARE

1000 | SE PERESTAPAN NITGER]D KAIOM GOl 1a KIiPAY MELFEHT 50 PEESIAPAN NEOERT KAIPOM 15[} NECEECR AT M

101 S0 YPron kawes HOI0NT6T KOPAY SWASTA  |SD YPPGI KAWEM {81 vipon KawEs

102 |SD INPRES KATRIN SOI0TTEL SAFAN NEGER] S1) INPRES KAIRIN s InvRES KATRES

103 [SD INPRES SAFAN E03-1099 SAFAN NEGTRI S0 INPRES SAFAN [m1 1npES sAFAN

T14.80) INPRES SANTAMIMIR.
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T B . B Ee—mec . R REERSREE — RETERANGAN = =
™~ ROV SO s ki uﬂnum“A SWASTA NAMA SEBRLUNYA NAMA YANG DIUSULKAN
104 (8D INPRES SANTAMBOR GO304 101 SAFAN NEGERI S INPRES SANTAMBOR 20 INPRES SANTAMDOR l
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PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemda 04 No. 15 Distrik Agats 99777
Email : email@dikmudora-asmatkab org | Website:hitp//dikmudora-asmatkab org

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ASMAT
NOMOR 167 TAHUN 2025

TENTANG

1ZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) INPRES YANKAP
KABUPATEN ASMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASMAT,

Menimbang : a. Bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua memberikan
kewenangan kepada daerah Kabupaten/Kota untuk
menyelenggarakan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan
jenis di Kabupaten/Kota di seluruh wilayah administratif
Provinsi Papua;

b. Bahwa penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten/Kota di
seluruh wilayah administratif Provinsi Papua sebagai sub-sub
sistem  pendidikan nasional dilaksanakan dengan
menonjolkan kekhususan sebagaimana diamanatkan oleh
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua;

c. Bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem
Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pemerintah dan
pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing,
membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan
sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

d. Bahwa pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan
pendidikan yang bermutu adalah merupakan tanggung jawab
keluarga, pemerintah dan masyarakat untuk menghasilkan
sumber daya manusia yang berkualitas;

e. Bahwa untuk pelayanan pendidikan dan hasilnya belum
efektif dan belum menunjukan angka yang signifikan,
mengakibatkan Kabupaten Asmat tertinggal dan kurang
bersaing dengan daerah lainnya secara regional Papua
maupun dengan daerah lainnya di Indonesia;

f. Bahwa untuk menciptakan keunggulan komperatif sumber
daya manusia di Kabupaten Asmat dan mengejar
ketertinggalan pembangunan dalam berbagai aspek, sangat
diperlukan sumber daya manusia yang berdaya saing dengan
melalui pendidikan yang bermutu sehingga perlu
melaksanakan yang bernilai unggul Asmat;

g. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan proses belajar
mengajar pada Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten
Asmat perlu adanya ljin Operasional sekolah;

h. Bahwa berdasrkan ..../2
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h. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, b, c, d, e, f, dan g, ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1969 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi
Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong
Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pengunungan
Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara,
Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven
Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten
Bintuni, dan Kabupaten Wondama di Propinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor

129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4245);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun
2003 Nomor 78, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor
4310);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4965);

9. Undang-Undang...../3
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6757);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan
Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6803);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah, Propinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

16. Peraturan Pemerintah...../4
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
tentang Pendanaan Pendidkan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem
Pendidikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah
terhadap Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 308);

Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 4 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Asmat Tahun 2022 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 5 Tahun 2024
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Asmat Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten

Asmat Tahun 2024 Nomor 5);

Peraturan Bupati Asmat Nomor 59 Tahun 2024 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah
Kabupaten Asmat Tahun 2024 Nomor 59).
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MEMUTUSKAN

enetapkan
KESATU : Memberikan izin operasional kepada Sekolah Dasar (SD)
Inpres Yankap Kabupaten Asmat untuk menyelenggarakan
kegiatan pendidikan tingkat dasar mulai Tahun Ajaran

2025/2026.

KEDUA : Sekolah Dasar (SD) Inpres Yankap Kabupaten Asmat
beralamat di Kampung Yankap Distrik Der Komour dan
melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Sekolah Dasar (SD) Inpres Yankap Kabupaten Asmat wajib
menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan serta
melaporkan pelaksanaan kegiatan pendidikan kepada Dinas
Pendidikan Kabupaten Asmat secara berkala.

KEEMPAT : Apabila terjadi kekeliruan pada keputusan ini di kemudian
hari akan ditinjau kembali sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai
dengan adanya pencabutan izin operasional pendirian.

Ditetapkan di Agats
Pada tanggal, 9 Juli 2025

_—Xepala Dinas Pendidikan

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

. Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan di Merauke;
. Ketua DPRD Kabupaten Asmat di Agats;

. Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Asmat di Agats;
Kepala BP4D Kabupaten Asmat di Agats;

Inspektur Inspektorat Kabupaten Asmat di Agats;

Pertinggal.
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